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21 Nopember 2007
Yang Terhormat Para Anggota Dewan Keamanan,

Sehubungan dengan persiapan delegasi Anda meninggalkan Timor-Leste, kami menulis surat ini untuk mendesak
Anda untuk memperhatikan proses keadilan transisi bagi Timor-Leste secara cermat. Sebagaimana akan Anda
sadari, penduduk Timor-Leste menjadi korban dari kejahatan perang dan kejahatan melawan kemanusiaan yang tak
terhitung jumlahnya dalam kurun waktu invasi dan 24 tahun pendudukan Indonesia di Timor-Leste, yang
merupakan pelanggaran atas sejumlah resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan perjanjian-perjanjian antar
negara mengenai hak asasi manusia. Kami mengingatkan Anda akan komitmen awal Dewan Keamanan yang
dinyatakan 7 tahun lalu dalam Resolusi 1264 dan 1272 untuk menindak para pelakunya ke hadapan pengadilan.

Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc Indonesia dan Commission for Truth and Friendship (CTF)(Komisi untuk
Kebenaran dan Persahabatan) yang bersifat bilateral, jelas terbukti tidak sesuai baik dalam hal rancangannya
maupun implementasinya untuk menghasilkan keadilan sesuai dengan hukum internasional. Kami memuji
keputusan Sekretaris Jendral untuk tidak memberikan legitimasi kepada CTF jika pasal-pasal referensinya secara
mendasar tidak dirubah.

Proses pengusutan Kejahatan Serius (kejahatan yang dilakukan di tahun 1999), dihentikan oleh Dewan Keamanan
di bulan Mei 2005 sekalipun tugas pengusutan itu masih belum lengkap sama sekali. Sejak itu, United Nations
Integrated Mission in Timor-Leste (UNMIT)(Misi Terintegrasi PBB di Timor-Leste) mempekerjakan kembali
Serious Crimes Investigation Team (Tim Penyidikan Kejahatan Serius) untuk menyelesaian penyidikan atas kasus-
kasus tahun 1999 yang belum sempat diusut. Apa yang akan terjadi dengan penyidikan ini? Secara total sejumlah
290 individu yang disangka sebagai pelaku, sebagian besar menetap di Indonesia, di luar yurisdiksi Timor-Leste.
Tidak ada penyidikan dan proses peradilan yang dilakukan atas kejahatan serius yang dilakukan sebelum tahun
1999, dengan satu perkecualian yaitu pemeriksaan penyebab kematian (catatan penerjemah: tergantung kasusnya,
bisa meliputi otopsi atau pemeriksaan mayat) oleh Australia yang menyimpulkan bahwa pembunuhan para
wartawan di bulan Oktober 1975 adalah kejahatan perang.

Laporan UNMIT's akhir-akhir ini tentang “Perkembangan hak asasi manusia di Timor-Leste antara bulan Agustus
2006 — Agustus 2007 menggarisbawahi bahwa Commission for Reception, Truth and
Reconciliation(CAVR)(Komisi bagi Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi) dapat memainkan peranan dalam
wilayah Timor-Leste baik untuk menyatukan masyarakat Timor-Timur dan membantu untuk “mendorong budaya
demokratis berdasarkan asas pemerintahan oleh hukum.” Kami yakin bahwa trauma rakyat Timor Timur yang
akibat pengalaman antara tahun 1975 sampai dengan 1999 memainkan peranan dalam krisis di tahun 2006.
Kekosongan proses peradilan baik lokal maupun internasional telah menciptakan budaya kebal hukum dimana
banyak orang percaya bahwa mereka dapat menghindari pertanggungjawaban hukum atas pembunuhan dan
kejahatan lainnya yang mereka lakukan. Proses hukum yang sejati, dapat membantu proses rekonsiliasi baik di
dalam Timor-Leste sendiri dan antara rakyat Timor-Leste dengan rakyat Indonesia.

Rekomendasi yang disampaikan dalam laporan CAVR juga ditujukan kepada komunitas internasional, khususnya
Dewan Keamanan, baik anggota-anggota tetapnya maupun anggota tidak tetap yang salah satunya adalah
Indonesia. Sebaiknya Dewan Keamanan mengadakan debat terbuka yang mengikutsertakan perwakilan-perwakilan
dari masyarakat madani untuk mendiskusikan pelaksanaan dari rekomendasi tersebut.

Baik CAVR maupun Komisi Ahli PBB merekomendasikan didirikannya “Pengadilan Pidana Internasional Ad Hoc
bagi Timor-Leste” apabila Indonesia dalam kurun waktu singkat gagal mengadili perwira-perwira senior yang
bertanggungjawab atas penghancuran di tahun 1999 dalam suatu proses yang dapat dipercaya. Jika hal ini tidak
memungkinkan, kami mendesak Anda untuk sepenuhnya melanjutkan kembali proses Kejahatan Serius,
memperlengkapinya dengan cukup sumber daya dan dukungan. Hal ini seharusnya dilakukan sesuai dengan
rekomendasi 7.1.1 dan 7.1.2 dari Laporan CAVR - yaitu, PBB harus menyediakan sumber daya dan tenaga ahli di
bidang peradilan, bukan bergantung pada sistem peradilan Timor-Leste. Proses Kejahatan Serius harus menyidiki



kejahatan perang dan kejahatan melawan kemanusiaan yang dilakukan mulai dari tahun 1975, tidak hanya yang
dilakukan di tahun 1999. Indonesia, yang saat ini adalah anggota baik dalam Dewan Keamanan dan Dewan Hak
Asasi manusia PBB, harus mengekstradisi mereka yang dinyatakan sebagai tersangka oleh proses Kejahatan Serius.

Desakan untuk keadilan substantif atas kejahatan di masa lalu ini secara luas didukung di Timor-Leste, khusushya
oleh pihak Gereja dan masyarakat sipil. Akan tetapi, para pimpinan Timor-Leste lebih menyukai CTF yang
bermasalah itu karena cemas berhadapan dengan Indonesia, yang lebih besar dan penguasa masa lalu, serta
khususnya terhadap militer Indonesia yang sebagian besar belum direformasi itu.

Akan tetapi, dalam pidato pengangkatannya pada tahun 2006 sebagai Perdana Menteri, Jose Ramos-Horta, presiden
Timor-Leste sekarang ini, mengakui bahwa “ajaran-ajaran yang sangat bernilai” dari laporan CAVR itu. Dalam
pidato saat pengangkatan sumpah di bulan Agustus tahun ini di hadapan para anggota pemerintahannya, Perdana
Menteri Xanana Gusmao mendesak agar laporan CAVR dipertimbangkan secara serius. “Kita tidak dapat
mengabaikan pengalaman masa lalu apabila hendak memahami krisis yang terjadi saat ini dan apabila hendak
melindungi masa depan,” demikian dikatakan olehnya.

Posisi diplomatis Timor-Leste saat ini yang berhadapan dengan tetangganya yang kuat, membuat Timor-Leste tidak
dapat melakukan kepemimpinan dalam rangka mendesak keadilan. Komunitas internasional, yang diwujudkan
dalam tubuh PBB, harus membahas kejahatan-kejahatan yang merupakan pelanggaran atas hukum pidana
internasional, Piagam PBB, dan resolusi-resolusi Dewan Keamanan. Jika Dewan Keamanan sungguh merasa
berkepentingan untuk menjaga tanggung jawab hak asasi manusianya, kami mendesak Dewan Keamanan sebagai
badan dan anggotanya masing-masing, untuk mengimplementasikan rekomendasi CAVR dan untuk mengambil
tindakan tegas mewujudkan keadilan bagi masyarakat Timor-Leste.
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